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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Keberadaan visum et repertum sebagai alat bukti surat maupun keterangan 

ahli dokter forensik memilik peran yang sangat penting dalam pembuktian 

secara medis sebab-sebab kematian tidak wajar sehingga membantu 

pengungkatan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Wilayah Hukum 

Polres Ciamis.  

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan visum et repertum 

dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres 

Ciamis, yaitu adanya pihak keluarga menolak dilakukannya visum et 

repertum jenazah, dikarenakan pada Pasal 134 Ayat (1) KUHAP 

menghendaki Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak 

keluarga korban untuk meminta tanggapan.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan 

yang ditemui dalam melakukan visum et repertum dalam penyidikan tindak 

pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Ciamis adalah melakukan 

pendekatan kepada pihak keluarga korban, guna membantu memperlancar 

jalannya proses visum et repertum yang akan dilakukan. Bahkan Menegaskan 

bahwa Pasal 216 Juncto Pasal 222 KUHP ada ancaman pidana bagi siapa saja 
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yang menghalang-halangi proses penyidikan. 

5.2. Saran 

Berpijak dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat 

dikemukakan beberapa rekomendasi  saran sebagai berikut: 

1. Untuk kepentingan hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana maka 

Penyidik dapat menerapkan Pasal 216 Juncto Pasal 222 KUHP terhadap 

penolakan otopsi mayat korban tindak pidana pembunuhan oleh keluarga atau 

siapa saja yang dengan sengaja menghalang halangi, merintangi atau 

menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan. 

2. Pembuat Undang-Undang agar merevisi atau menambah ketentuan Pasal 134 

KUHAP yang menegaskan untuk kepentingan penyidikan dalam sistem 

peradilan pidana penyidik wajib melaksanakan bedah mayat/ outopsi 

walaupun ada penolakan oleh pihak keluarga. 

3. Penyidik perlu melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada 

masyarakat tentang pentingnya outopsi/bedah mayat guna mengetahui sebab-

sebab kematian tidak wajar yang nantinya akan dituangkan dalam alat bukti 

surat Visum Et Repertum maupun keterangan ahli sebagai pembuktian hukum 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

4. Perlu adanya ahli forensik pada setiap polres atau dokter spesialis forensik di 

RSUD setiap Kabupaten.


